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Abstract
Purpose: This study aims to examine how participation, deliberation, and
representation are conceptualized and implemented within Indonesia's Disaster-
Resilient Village Program (Destana) from a deliberative governance perspective.

Design/methodology/approach: This study employed a Systematic Literature Review
(SLR) using the PRISMA framework. Relevant articles were retrieved from the Scopus
database using predetermined inclusion and exclusion criteria. A total of 32 articles
were selected and analyzed through thematic coding supported by NVivo software.

Findings: The findings reveal that participation is the most dominant dimension in
Indonesia's disaster governance literature, particularly regarding sustainability of
participation and community involvement in planning processes. In contrast,
deliberation processes and representation receive relatively limited attention. The
review also identifies persistent challenges, including pseudo-participation, limited
equality among actors, and inadequate representation of vulnerable groups in disaster
decision-making processes.

Practical Implication: The findings suggest that policymakers and disaster
management practitioners should strengthen inclusive deliberative mechanisms by
expanding public participation, enhancing representation of vulnerable groups, and
promoting substantive dialogue in disaster governance..

Originality/value: This study contributes to the disaster governance literature by
integrating participation, deliberation, and representation within a deliberative
governance framework to analyze Indonesia's Disaster-Resilient Village Program. The
study offers a comprehensive understanding of the current state of deliberative
governance in community-based disaster management.
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Partisipasi, Musyawarah, dan Representasi dalam Program Desa
Tangguh Bencana di Indonesia

Abstrak
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana partisipasi, deliberasi, dan
representasi dikonseptualisasikan serta diimplementasikan dalam Program Desa
Tangguh Bencana (Destana) di Indonesia melalui perspektif deliberative governance.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic
Literature Review (SLR) dengan kerangka PRISMA. Artikel diperoleh dari basis data
Scopus berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Sebanyak 32
artikel terpilih dianalisis menggunakan teknik thematic coding yang didukung oleh
perangkat lunak NVivo.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi merupakan dimensi yang
paling dominan dalam literatur tata kelola kebencanaan di Indonesia, terutama pada
aspek keberlanjutan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan.
Sebaliknya, dimensi proses deliberasi dan representasi masih memperoleh perhatian
yang relatif terbatas. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti
pseudo-participation, keterbatasan kesetaraan antaraktor, serta rendahnya keterwakilan
kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan kebencanaan.

Implikasi Praktis: Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dan
praktisi kebencanaan untuk memperkuat mekanisme tata kelola yang lebih inklusif
melalui perluasan partisipasi publik, peningkatan representasi kelompok rentan, serta
penguatan dialog substantif dalam pengurangan risiko bencana.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan
literatur tata kelola kebencanaan dengan mengintegrasikan dimensi partisipasi,
deliberasi, dan representasi dalam kerangka deliberative governance untuk menganalisis
Program Desa Tangguh Bencana di Indonesia. Studi ini menawarkan pemahaman yang
lebih komprehensif mengenai kondisi aktual tata kelola deliberatif dalam pengelolaan
bencana berbasis masyarakat.

Kata Kunci: deliberative governance; tata kelola kebencanaan; desa tangguh bencana;
partisipasi; systematic literature review.

Jenis Penelitian: Review Paper
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PENDAHULUAN

Posisi Indonesia pada pertemuan tiga lempeng tektonik dan kawasan Ring of
Fire menyebabkan tingginya risiko berbagai bencana, seperti gempa bumi, letusan
gunung api, banjir, tanah longsor, tsunami, dan bencana hidrometeorologi. (Djalante,
2016). Hal tersebut mengharuskan Indonesia memiliki tata Kelola pelaksanaan
kebencanaan yang relevan dan di Indonesia sendiri telah terjadi kemajuan dari
pendekatan state-centered disaster management menuju community resilience, collaborative
governance, dan participatory disaster governance. Kemajuan ini ditandai oleh
berkembangnya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, kolaborasi
multiaktor, dan penguatan kapasitas komunitas lokal dalam pengelolaan risiko
bencana (Khafian, 2023). Salah satu implementasi tata kelola kebencanaan berbasis
masyarakat di Indonesia adalah Program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana
(Destana). Program ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam
pengurangan risiko bencana melalui penguatan kapasitas komunitas, kelembagaan
lokal, dan resiliensi berbasis masyarakat. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 7 Tahun 2025 juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas
pemangku kepentingan, penguatan kapasitas masyarakat, serta integrasi kearifan
lokal dan entitas adat dalam penyelenggaraan Destana (Kepala BNPB, 2025). Dalam
konteks tersebut, perspektif deliberative governance menjadi relevan karena
menekankan pentingnya partisipasi, representasi, dan deliberasi publik dalam proses
pengambilan keputusan kolektif. Kualitas tata kelola tidak hanya diukur dari
efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga dari kualitas dialog, kesetaraan posisi
antaraktor, akses informasi, dan kemampuan mengakomodasi aspirasi masyarakat
(Kismartini et al., 2024). Meskipun demikian, kajian mengenai deliberative governance
dalam governance kebencanaan di Indonesia masih terbatas dan cenderung parsial.
Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada community participation, collaborative
governance, disaster resilience, atau community-based disaster management secara terpisah.
Selain itu, meskipun regulasi Destana telah menempatkan kearifan lokal sebagai
elemen penting, studi yang mengkaji local wisdom sebagai mekanisme deliberative
governance masih terbatas (Djalante, 2016). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
literatur penelitian mengenai tata Kelola kebencanaan di Indonesia semakin
menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, keterlibatan pemangku
kepentingan, serta kolaborasi lintas aktor dalam membangun kapasitas dan resiliensi
terhadap bencana (Alhadi et al., 2024; Fitriyati et al., 2024; Hermawan et al., 2024;
Khalwani et al., 2026).

Selain partisipasi, keterlibatan para pemangku kepentingan dan kolaborasi
lintas aktor, beberapa penelitian menunjukkan pentingnya komunikasi, pertukaran
informasi, dialog, kepercayaan, serta proses pengambilan keputusan bersama dalam
memperkuat tata kelola kebencanaan (Pratama & Nurmandi, 2020; Purworini et al.,
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2026; Roza Krisnandhi Kausar & Agustan, 2025). Namun, beberapa hasil penelitian
mengungkapkan bahwa keberadaan partisipasi dan kolaborasi belum selalu
menunjukkan adanya kesetaraan pengaruh masyarakat dalam proses tata kelola. Hal
ini ditunjukkan adanya ketimpangan antara pengetahuan teknokratis pemerintah
dan ahli dengan pengetahuan lokal masyarakat dalam diskursus kebencanaan
.(Saputra et al., 2025). Sementara itu,pada tahap implementasi menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat relatif kuat, akan tetapi lebih terbatas pada proses evaluasi dan
masih bersifat parsial dalam aspek representasi.(Kusumabh et al., 2026).

Hasil-hasil Penelitian selajutnya Dalam konteks yang berbeda, yang
menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dan proses transmisi pengetahuan
antargenerasi berkontribusi terhadap kapasitas adaptif masyarakat dalam
menghadapi bencana. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan lokal
dalam membangun resiliensi, tetapi belum secara khusus menjelaskan bagaimana
pengetahuan tersebut memperoleh ruang dalam proses deliberasi dan pengambilan
keputusan formal.(Arni et al., 2026).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, kajian tata kelola
kebencanaan di Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap
partisipasi masyarakat, kolaborasi antaraktor, komunikasi, dan kapasitas komunitas.
Namun, kajian tersebut masih cenderung membahas partisipasi, proses deliberasi,
dan representasi secara parsial. Belum banyak kajian yang secara sistematis
mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut untuk menjelaskan apakah keterlibatan
masyarakat tidak hanya terjadi pada tahap implementasi, tetapi juga memberikan
ruang dialog, pertukaran argumentasi, dan representasi kepentingan yang setara
dalam proses tata kelola kebencanaan. Ketiga dimensi tersebut merupakan kerangka
deliberative governance yang mencakup dimensi partisipasi, proses deliberasi, dan
representasi serta digunakan dalam penelitian ini untuk mensintesis tata kelola
kebencanaan berbasis masyarakat di Indonesia.Integrasi tersebut memungkinkan
penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberadaan partisipasi masyarakat, tetapi
juga menilai sejauh mana partisipasi tersebut berkembang menuju proses deliberasi
yang substantif dan representasi kepentingan masyarakat yang setara.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature
Review (SLR) dan thematic synthesis berbasis NVivo untuk mengidentifikasi,
mensintesis, dan menganalisis dimensi, indikator, serta pola implementasi deliberative
governance dalam governance kebencanaan berbasis masyarakat di Indonesia
(Houghton et al., 2017). Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama,
yaitu: (1) bagaimana deliberative governance didefinisikan dalam program disaster-
resilient village di Indonesia; (2) dimensi dan indikator apa saja yang diidentifikasi
dalam literatur; dan (3) pola implementasi serta temuan dominan apa yang muncul
dalam studi terdahulu.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR)
untuk mengkaji deliberative governance dalam governance kebencanaan di Indonesia,
khususnya pada konteks Program Desa Tangguh Bencana (Destana). Pendekatan SLR
digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur secara
sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap
perkembangan suatu bidang penelitian (Snyder, 2019). Penelitian mengadopsi
kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)
guna memastikan bahwa proses identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion artikel
dilakukan secara sistematis dan transparan (Page et al., 2021). Pendekatan SLR
dipandang relevan karena kajian deliberative governance dalam governance
kebencanaan di Indonesia masih tersebar pada berbagai jenis bencana dan perspektif
governance yang berbeda. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus
karena memiliki cakupan publikasi internasional yang luas dan bereputasi tinggi.
Pencarian artikel —menggunakan Boolean search  string: TITLE-ABS-KEY
(("participation" OR "community participation" OR "public participation") AND
("disaster management" OR "disaster risk reduction" OR "disaster resilience") AND
(local OR community OR village)), dengan tambahan filter berupa artikel jurnal
(article), bidang ilmu sosial (Social Sciences), berbahasa Inggris, open access, berafiliasi
di Indonesia, serta dipublikasikan pada periode 2017-2026. Seluruh proses seleksi
artikel mengikuti tahapan PRISMA sebagai dasar inclusion dan exclusion dalam
penelitian ini.

Identification

Records identified through Scopus database searching
(n=1494)

Records limited to publication year 2017-2026
(n=1,134)

Included

Studies included in final
Literature Review

Gambar 1. Diagram PRISMA
Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan Prisma 2020 (Page et al., 2021)
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Analisis Data Menggunakan NVIVO

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan thematic analysis yang
didukung oleh perangkat lunak NVivo untuk memfasilitasi proses qualitative coding,
matrix coding query, dan identifikasi pola deliberative governance dalam literatur
governance kebencanaan di Indonesia. Penggunaan NVivo dalam sintesis bukti
kualitatif membantu meningkatkan transparansi proses analisis, mulai dari
pengorganisasian data hingga pengembangan sintesis tematik.(Houghton et al.,
2017). Proses analisis menggunakan pendekatan memo-based qualitative coding, di mana
setiap artikel terlebih dahulu dirangkum ke dalam memo analitis sebelum dikodekan
ke dalam thematic nodes guna meningkatkan transparansi dan mempermudah sintesis
tematik lintas artikel (Hartono Hartono et al., 2025). Analisis difokuskan pada tiga
dimensi utama deliberative governance, yaitu Participation, Deliberation Process, dan
Representation. Proses coding dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam
ketiga dimensi tersebut beserta subdimensinya, seperti sustainability of participation,
consensus-building, access to information, community representation, pseudo-participation,
dan pseudo-representation. Selanjutnya, matrix coding query dan thematic synthesis
digunakan untuk mengidentifikasi pola implementasi dan kecenderungan dominan
lintas artikel, sehingga menghasilkan tidak hanya frekuensi coding, tetapi juga sintesis
tematik mengenai bagaimana deliberative governance dipahami, dioperasionalisasikan,
dan diimplementasikan dalam literatur governance kebencanaan berbasis masyarakat
di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Jenis bencana berdasarkan perspektif Deliberative Governance

Penelitian ini berpijak pada perspektif deliberative governance yang
dikembangkan oleh Kismartini et al., yang menekankan bahwa kualitas tata kelola
tidak hanya ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga oleh
kualitas partisipasi, representasi, dan proses deliberasi antaraktor (Kismartini et al.,
2024). Dalam konteks tata kelola kebencanaan, perspektif ini memandang bahwa
perumusan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana memerlukan
keterlibatan substantif masyarakat terdampak, kelompok rentan, tokoh adat, serta
pemangku kepentingan lokal agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif, responsif,
dan berkelanjutan. Hasil matrix coding menunjukkan bahwa dimensi Participation
merupakan dimensi deliberative governance yang paling dominan dalam literatur
kebencanaan di Indonesia, terutama pada studi multihazard (117 coding references),
volcanic disaster (98), dan flood disaster (87). Temuan ini menunjukkan bahwa literatur
governance kebencanaan di Indonesia masih berorientasi pada keterlibatan
masyarakat, community-based resilience, dan implementasi partisipatif dalam
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pengurangan risiko bencana (Lassa et al., 2023; Setijaningrum et al., 2024; Universitas
Islam Bandung, Indonesia et al., 2020; Yumarni & Amaratungga, 2017).

Sebaliknya, dimensi Deliberation Process muncul dengan intensitas yang lebih
rendah, meskipun relatif kuat pada studi banjir (34 coding references) dan bencana
vulkanik (27 coding references). Temuan ini menunjukkan bahwa governance
kebencanaan pada kedua konteks tersebut lebih banyak membahas dialog antar-
stakeholder, koordinasi komunitas, collaborative governance, dan komunikasi dalam
mitigasi bencana (Danar, 2025; McDermott et al., 2025; Putera et al., 2025). Sementara
itu, dimensi Representation menjadi dimensi yang paling sedikit muncul dalam
keseluruhan dataset. Dimensi ini hanya relatif kuat pada studi flood disaster dan
multihazard (masing-masing 21 coding references) serta climate-related disaster (11 coding
references). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa isu representasi kelompok
rentan, kesetaraan suara, gender inclusion, dan disability inclusion masih belum menjadi
fokus utama dalam literatur governance kebencanaan di Indonesia. Secara
keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa literatur kebencanaan di Indonesia
masih didominasi oleh participation-based governance yang menekankan community
engagement dan implementasi resiliensi, namun relatif terbatas dalam penguatan
representational equality dan substantive deliberative process. Dengan demikian,
governance kebencanaan di Indonesia masih lebih didominasi oleh pendekatan
partisipatif-komunitarian dibanding deliberasi substantif yang menempatkan seluruh
kelompok sosial pada posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan
kebencanaan (Dalimunthe, 2018; Ida et al., 2025; Setijaningrum et al., 2024).

Jumlah tingkat jenis bencana dan dimensi dari
deliberative governance

140
120
100
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60
40

2
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Flood Volcanic Coastal Earthquake Multihazard Climate Biological
related

o

M Deliberation Process M Participation M Representation

Gambar 2. Jumlah jenis bencana berdasarkan dimensi deliberative governance
Sumber : Hasil olahan peneliti berdasarkan coding NVivo (2026).
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Dimensi Partisipasi
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Gambar 3. Hasil Coding Dimensi Partisipasi
Sumber : Hasil olahan peneliti berdasarkan coding NVivo (2026).

Berdasarkan hasil analisis, Sustainability of Participation merupakan
subdimensi yang paling dominan dengan total 35 coding references. Temuan ini
menunjukkan bahwa sebagian besar studi governance kebencanaan di Indonesia
menempatkan keberlanjutan keterlibatan masyarakat sebagai elemen utama dalam
membangun disaster resilience. Partisipasi masyarakat dipahami tidak hanya sebagai
keterlibatan sementara pada saat bencana, tetapi juga sebagai proses jangka panjang
yang berkaitan dengan adaptive resilience, keberlanjutan komunitas, volunteer
continuity, dan community-based disaster governance (Lassa et al., 2023; Saputra et al.,
2025; Yumarni & Amaratungga, 2017). Selain itu, Participation in Planning (31 coding
references) dan Inclusiveness of Participation (30 coding references) juga menunjukkan
frekuensi yang tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa literatur governance
kebencanaan di Indonesia banyak menekankan pentingnya pelibatan masyarakat
dalam perencanaan mitigasi, kesiapsiagaan bencana, serta keterlibatan kelompok
rentan, seperti perempuan, relawan lokal, masyarakat terdampak, dan komunitas
akar rumput. Partisipasi tersebut umumnya diwujudkan melalui musyawarah
komunitas, contingency planning, collaborative mitigation planning, dan diskusi
kesiapsiagaan antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi lokal. Kondisi ini
menunjukkan adanya kecenderungan menuju governance yang lebih community-
centered dan partisipatif. Participation in Implementation juga muncul cukup dominan
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dengan 25 coding references, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian
masih berfokus pada implementasi praktis partisipasi masyarakat, seperti mitigasi
berbasis komunitas, pengelolaan relawan, preparedness activities, early warning systems,
dan respons bencana kolektif (Fitriyati et al., 2024; Junaidi et al., 2025, Muhamad et
al., 2025). Namun demikian, tingginya Pseudo-participation (21 coding references)
menunjukkan bahwa sebagian studi masih menemukan bentuk partisipasi yang
bersifat birokratis dan tokenistik, di mana masyarakat dilibatkan secara administratif
tetapi belum memiliki pengaruh substantif dalam pengambilan keputusan
kebencanaan. Sementara itu, Participation in Evaluation menjadi subdimensi dengan
frekuensi terendah, yaitu hanya 2 coding references. Temuan ini menunjukkan bahwa
keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program kebencanaan masih relatif terbatas
dibandingkan tahap perencanaan dan implementasi. Secara keseluruhan, dimensi
Participation dalam literatur governance kebencanaan Indonesia didominasi oleh
keberlanjutan partisipasi, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, partisipasi
inklusif, dan implementasi berbasis komunitas. Namun, tingginya pseudo-participation
menunjukkan bahwa governance kebencanaan di Indonesia masih menghadapi
tantangan dalam mewujudkan partisipasi deliberatif yang substantif dan setara
(Alhadi et al., 2024; Danar, 2025; Fekete, 2021).

Dimensi Proses Deliberative

Deliberation Process References

35
30
25
20
15
10

Gambar 4. Hasil Coding Proses Deliberasi
Sumber : Hasil olahan peneliti berdasarkan coding NVivo (2026).
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Berdasarkan hasil analisis, Consensus-building merupakan subdimensi yang
paling dominan dalam dimensi Deliberation Process dengan total 33 coding references.
Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar studi governance kebencanaan di
Indonesia menekankan pentingnya pembangunan konsensus, koordinasi antar-
stakeholder, dan collaborative governance dalam pengurangan risiko bencana. Governance
kebencanaan yang efektif umumnya dibangun melalui kerja sama komunitas, forum
koordinasi, collective decision-making, dan collaborative preparedness antara masyarakat,
pemerintah, relawan, dan organisasi lokal (Lassa et al., 2023; McDermott et al., 2025;
Muhamad et al., 2025). Subdimensi Access to Information dan Absence of Deliberation
masing-masing memperoleh 22 coding references.

Tingginya Access to Information menunjukkan bahwa penyebaran informasi
kebencanaan, early warning systems, pendidikan kebencanaan, dan komunikasi risiko
merupakan elemen penting dalam membangun kesiapsiagaan dan adaptive resilience
masyarakat. Sebaliknya, tingginya Absence of Deliberation mengindikasikan masih
kuatnya praktik governance yang bersifat top-down, terbatasnya ruang dialog, serta
minimnya keterlibatan substantif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
kebencanaan. Selain itu, Two-way Dialogue memperoleh 20 coding references, yang
menunjukkan bahwa komunikasi dua arah mulai berkembang dalam konteks
community-based disaster governance, collaborative mitigation, koordinasi relawan, dan
participatory communication. Namun, Argument Exchange dan Equality of Positions hanya
memperoleh masing-masing 5 dan 2 coding references. Temuan ini menunjukkan
bahwa isu pertukaran argumentasi, kesetaraan posisi antaraktor, dan relasi
kekuasaan masih relatif jarang dibahas dalam literatur kebencanaan di Indonesia.

Dengan demikian, governance kebencanaan di Indonesia masih lebih
berorientasi pada koordinasi praktis, collaborative action, dan konsensus operasional
dibanding deliberasi substantif yang menempatkan seluruh aktor pada posisi yang
setara.(Dalimunthe, 2018; Ida et al., 2025; Junaidi et al., 2025; Putera et al., 2025). Secara
keseluruhan, dimensi Deliberation Process dalam literatur governance kebencanaan
Indonesia didominasi oleh consensus-building, access to information, dan two-way
communication. Namun, tingginya Absence of Deliberation menunjukkan bahwa banyak
praktik governance kebencanaan masih bersifat birokratis dan belum sepenuhnya
menyediakan ruang deliberatif yang substantif bagi masyarakat terdampak.
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Dimensi Representasi

Representation References
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Gambear 5. Hasil Coding Dimensi Representasi
Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan coding NVivo (2026).

Berdasarkan hasil analisis, Community Representation merupakan subdimensi
yang paling dominan dengan total 32 coding references. Temuan ini menunjukkan
bahwa sebagian besar studi governance kebencanaan di Indonesia menempatkan
masyarakat terdampak, relawan lokal, komunitas akar rumput, dan kelompok
perempuan sebagai aktor penting dalam resilience governance dan community-based
disaster management. Selain itu, Public Forums/Deliberative Spaces juga menunjukkan
frekuensi yang tinggi (21 coding references), yang mengindikasikan meningkatnya
perhatian terhadap forum komunitas, musyawarah kebencanaan, dan ruang
deliberatif publik sebagai sarana koordinasi serta komunikasi antaraktor. Temuan
tersebut mencerminkan adanya kecenderungan menuju tata kelola kebencanaan yang
lebih kolaboratif dan partisipatif. Meskipun demikian, Pseudo-representation masih
muncul cukup signifikan dengan 10 coding references. Hal ini menunjukkan bahwa
representasi masyarakat dalam beberapa studi masih bersifat tokenistik dan
administratif, di mana kelompok masyarakat dan kelompok rentan secara formal
dianggap terwakili, tetapi belum memiliki pengaruh substantif dalam proses
pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa governance
kebencanaan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan
representasi yang inklusif dan setara (Ida et al., 2025; Setijaningrum et al., 2024;
Yumarni & Amaratungga, 2017). Sebaliknya, Accommodation of Aspirations dan Interest
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Articulation memperoleh frekuensi yang rendah, masing-masing hanya 4 dan 3 coding
references. Temuan ini mengindikasikan bahwa literatur governance kebencanaan di
Indonesia masih lebih berfokus pada keterwakilan komunitas dan pelibatan
masyarakat dalam forum kolaboratif dibanding pada dinamika representasi politik,
artikulasi kepentingan, dan relasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan
kebencanaan. Secara keseluruhan, dimensi representasi dalam literatur kebencanaan
Indonesia masih belum sepenuhnya bersifat substantif dan deliberatif (Dalimunthe,
2018; Fekete, 2021). Temuan ini diperkuat oleh Khanifah dan Maharani (2026) yang
menunjukkan bahwa keterlibatan aktor semi-pemerintah tidak selalu memperkuat
kolaborasi, tetapi dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan apabila tidak
didukung oleh mekanisme partisipatif dan transparan. Dengan demikian, kualitas
tata kelola kebencanaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi, tetapi juga
oleh kualitas representasi, kesetaraan posisi antaraktor, dan proses deliberasi yang
berlangsung (Khanifah & Maharani, 2026).

Pembahasan

Hasil systematic literature review menunjukkan bahwa dimensi Participation
menjadi dimensi deliberative governance yang paling dominan dalam literatur
governance kebencanaan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian
besar studi masih berorientasi pada community engagement, community-based resilience,
dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh tingginya frekuensi bencana, keterbatasan kapasitas negara, serta
kuatnya solidaritas komunitas lokal dalam menghadapi bencana. Dalam konteks ini,
masyarakat diposisikan sebagai aktor utama dalam mitigasi berbasis komunitas,
volunteer disaster response, preparedness activities, dan adaptive resilience practices.
Dominasi subdimensi Sustainability of Participation dan Participation in Planning
menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan tanggap darurat menuju resilience
governance yang lebih berkelanjutan melalui penguatan relawan, kesiapsiagaan
komunitas, dan collaborative mitigation planning (Ansell & Gash, 2008; Norris et al.,
2008). Meskipun demikian, tingginya pseudo-participation menunjukkan bahwa
sebagian governance kebencanaan masih bersifat birokratis dan administratif, di
mana masyarakat dilibatkan secara formal tetapi belum memiliki pengaruh substantif
dalam pengambilan keputusan. Pada dimensi Deliberation Process, subdimensi
Consensus-building, Access to Information, dan Two-way Dialogue menjadi elemen yang
paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa governance kebencanaan
Indonesia relatif kuat dalam koordinasi komunitas, komunikasi kolaboratif, dan
penyebaran informasi. Namun, tingginya Absence of Deliberation memperlihatkan
masih kuatnya praktik top-down, lemahnya ruang dialog substantif, serta minimnya
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kesetaraan posisi antaraktor. Dengan demikian, governance kebencanaan Indonesia
masih lebih berorientasi pada collaborative coordination dan implementation-based
governance dibanding deliberasi substantif. Sementara itu, Representation menjadi
dimensi dengan frekuensi terendah. Isu representasi kelompok rentan, disability
inclusion, women representation, dan artikulasi kepentingan masyarakat masih relatif
terbatas dalam literatur kebencanaan Indonesia. Meskipun demikian, women-centered
governance dan disability-sensitive governance mulai berkembang sebagai bagian
penting dari resilience governance yang lebih inklusif (Alhadi et al., 2024; Danar, 2025;
Fekete, 2021). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa deliberative governance relatif
lebih berkembang pada flood governance dan wvolcanic governance karena tingginya
frekuensi bencana, kuatnya keterlibatan komunitas lokal, serta kebutuhan koordinasi
jangka panjang. Secara keseluruhan, governance kebencanaan di Indonesia
cenderung berkembang menuju participatory governance, collaborative governance, dan
community-centered resilience governance. Namun, tantangan terkait representational
equality, substantive deliberation, dan pengurangan pseudo-participation masih perlu
diperkuat agar tercipta governance kebencanaan yang lebih deliberatif dan inklusif
(Arnstein, 1969).

KESIMPULAN

Hasil *systematic literature review* menunjukkan bahwa *Participation* merupakan
dimensi *deliberative governance* yang paling dominan dalam literatur governance
kebencanaan di Indonesia, terutama pada subdimensi *Sustainability of Participation*,
*Participation in Planning*, dan *Inclusiveness of Participation*. Temuan ini
menunjukkan bahwa governance kebencanaan di Indonesia masih berorientasi pada
*community engagement*, *collaborative resilience*, dan *participatory disaster governance*.
Meskipun demikian, tingginya *Absence of Deliberation* mengindikasikan bahwa
governance kebencanaan masih menghadapi kelemahan deliberatif yang cukup
signifikan, meskipun subdimensi *consensus-building™, *access to information*, dan *two-
way dialogue* telah berkembang dalam berbagai studi. Sementara itu, *Representation™
menjadi dimensi dengan frekuensi terendah, yang menunjukkan bahwa isu
representasi kelompok rentan, kesetaraan suara, dan artikulasi kepentingan
masyarakat masih relatif terbatas dalam literatur kebencanaan. Secara keseluruhan,
penelitian ini menyimpulkan bahwa governance kebencanaan di Indonesia telah
berkembang menuju *participatory* dan *collaborative governance*, namun masih
menghadapi tantangan dalam mewujudkan *substantive deliberation®, *inclusive
representation®, dan pengurangan *pseudo-participation*. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian mengenai *representational
equality®, *gender-sensitive governance*, *disability-inclusive governance®, serta *local
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wisdom-based deliberative governance* dalam konteks pengurangan risiko bencana di
Indonesia.
IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Temuan penelitian menunjukkan bahwa governance kebencanaan di
Indonesia masih didominasi oleh dimensi Participation dibanding Deliberation Process
dan Representation. Kondisi ini mengindikasikan bahwa governance kebencanaan
lebih berorientasi pada keterlibatan administratif masyarakat dibanding deliberasi
substantif sebagaimana dikemukakan dalam kerangka deliberative governance
(Kismartini et al., 2024). Masyarakat umumnya diposisikan sebagai aktor
implementasi, relawan, dan adaptive resilience actor, namun belum sepenuhnya
berperan sebagai aktor deliberatif yang memiliki posisi setara dalam proses
pengambilan keputusan. Temuan ini memperkuat argumentasi collaborative
governance dan community resilience theory yang menekankan pentingnya kolaborasi
komunitas, koordinasi multi-stakeholder, dan community engagement dalam
membangun disaster resilience. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa local
wisdom governance memiliki kontribusi penting dalam governance kebencanaan di
Indonesia. Nilai gotong royong, solidaritas komunitas, volunteer culture, dan local
preparedness practices merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan
partisipasi dan memperkuat collaborative resilience governance(Kamila et al., 2026; Lassa
et al., 2023; Muhamad et al., 2025). Namun demikian, tingginya pseudo-participation
dan rendahnya dimensi Representation menunjukkan bahwa governance kebencanaan
di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan inclusive governance,
equality of positions, dan substantive deliberative process. Dengan demikian, penelitian ini
menyimpulkan bahwa deliberative governance dalam konteks kebencanaan di
Indonesia masih berada pada tahap participatory-collaborative governance dan belum
sepenuhnya berkembang menjadi fully substantive deliberative governance (Ansell &
Gash, 2008; Norris et al., 2008).
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